
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI BANYUWANGI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 21 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN 

ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

DI KABUPATEN BANYUWANGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUWANGI, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan 

peserta didik baru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan 
Sekolah Menengah Pertama harus dilakukan secara efektif, objektif, 
akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif perlu mengubah 

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak 

Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di 
Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan 

Bupati. 

 

Mengingat :  1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5038);  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4496) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5670); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Pembinaan Pretasi Peserta Didik Baru yang Memiliki 
Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 

tentang Standar Penilaian Pendidikan oleh Satuan Pendidikan 
Dasar dan menengah; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 

tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki 
Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat 

Istimewa; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 

Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD); 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 

Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan 
Kurikulum Tahun 2013; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah;  

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 
Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah 
melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan 

Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan 
Kesetaraan pada SMP/MTs atau sederajat dan SMA/MA/SMK 

atau yang sederajat; 
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15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah 
Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang 

sederajat; 

17. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 

0044/P/BSNP/XI/2017 tentang Prosedur Operasional Standar 
Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Banyuwangi; 

21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Banyuwangi; 

22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang 
Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah 
Menengah Pertama Di Kabupaten Banyuwangi; 

23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2018 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA 

CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANYUWANGI. 

 

Pasal I 

 

Mengubah beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang 
Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di 

Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut: 
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1. Ketentuan pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 14 

(1) Penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan 2 (dua) jalur, 
yaitu Jalur Zonasi dan Jalur Prestasi Bakat Minat; 

(2) Proporsi kuota terdiri atas jalur zonasi 90% (sembilan puluh persen) dan 
jalur prestasi bakat minat 10% (sepuluh persen); 

(3) Calon peserta didik baru dari SD satu lokasi denga SMP Satu Atap, langsung 
diterima pada sekolah tersebut apabila mendaftar. 

 

2. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 15 

(1) Jalur Zonasi penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP 

menggunakan: 

a. Skor jarak tempat tinggal peserta didik dengan SMP pilihan berbasis titik 

koordinat dengan bobot 60% (enam puluh persen);; 

b. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI atau bentuk lain yang 
sederajat dengan bobot 40% (empat puluh persen). 

(2) Jalur Zonasi penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara daring 
dalam 2 (dua) tahap, dengan tim yang ditetapkan oleh Bupati; 

(3) Dalam setiap tahap jalur zonasi, peserta didik baru menentukan 1 (satu) SMP 
pilihan, dan apabila sudah tidak masuk dalam PAGU dapat mengganti SMP 

pilihan lain; 

(4) Calon peserta didik baru yang sudah masuk PAGU SMP pilihan, tidak dapat 
mengganti SMP pilihan lain dalam satu tahap maupun tahap berikutnya; 

(5) Tempat tinggal peserta didik baru merujuk pada dokumen Kartu Keluarga 
dan minimal telah tinggal pada alamat tersebut minimal 6 (enam) bulan dari 

waktu pendaftaran; 

(6) Skor jarak tempat tinggal peserta didik baru dengan sekolah pilihan dihitung 

dengan membagi jarak pendaftar terdekat dengan jarak riil siswa pendaftar 
dikalikan bobot, dengan rumus perhitungan: 

 

(7) Skor dari nilai ujian sekolah berstandar nasional adalah jumlah nilai mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dibagi nilai maksimal 
dikalikan bobot, dengan rumus perhitungan: 

 

 

 

 

 

Skor = 
jarak tempat tinggal pendaftar terdekat dengan sekolah pilihan 

X 600 
jarak tempat tinggal pendaftar dengan sekolah pilihan 

400



USBNMaksimalNilai

diperolehyangUSBNNilai
skor
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

 

 

 

 
Ditetapkan di Banyuwangi 

Pada tanggal 11 Mei 2018 
 
BUPATI BANYUWANGI, 

 
  Ttd 

 
H. ABDULLAH AZWAR ANAS 

 
 
 

 
Diundangkan di Banyuwangi 

Pada tanggal  11 Mei 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUWANGI, 
 

 Ttd 
 

DJADJAT SUDRADJAT 
 

 
 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 21 

 


